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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH
OGAN ILIR”. Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang
terdapat pada BAB XIII disana terdapat mengenai Peran Serta Masyarakat, yaitu pada
Pasal 104-108. Permasalahan dalam tulisan ini adalaha : 1. Bagaimana Peran Serta
Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di
Wilayah Ogan Ilir, 2. Apa Kendala Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Ogan llir. Penelitian ini
bersifat Yurisdis-Empiris, dengan menggunakan data primer. Dari hasil penclitian
menunjukan bahwa, peran serta masyarakat dibagi menjadi tiga yang pertama dart
pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir, dari Kepolisian Dacrah Ogan
Ilir, dan juga dari peran dari tokoh masyarakat setempat. Kendala dari itu dari pihak
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir salah satunya yaitu, banyaknya
masyarakat yang masih merasa bahwa untuk memerankan penyalahgunaan narkotika
masih tugas dari Pihak Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN), kendala
dari pihak kepolisian salah satunya ialah di lapangan yang dimana banyaknya
masyarakat yang tidak kooperatif (kerjasama) dalam penegakan hukum, kendala dari
tokoh masyarakat salah satunya Aparat yang masih kurang ketat dalam pengawasan
dan penanganan di daerah rawan kegiatan narkotika berlangsung.

Kata Kunci : Peran Serta Masyarakat, Pencegahan, Tindak Pidana
Penyalahguaan Narkotika
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah salah satu pasar terbesar dan penjualan peredaran narkotika di
ASIA!, dengan wilayah yang strategis Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan
benua Australia. Dengan letak yang strategis Indonesia ialah salah satu sebagai tempat transit para
orang asing dan masyarakat Indonesia masuk dalam perdagangan dan peredaran narkotika, yang
diketahui bahwa Indonesia memiliki banyak pulau dan tempat yang mudah di tinjau apalagi
sekarang merupakan zaman modern dengan teknologi yang smakin canggih. Maka dalam
melakukan perdagangan dan peredaran narkotika akan lebih mudah.

Dalam perkembangan masyarakat ada beberapa hal yang mendorong merajalelanya
organisasi — organisasi kejahatan dalam perdagangan narkotika guna untuk memperluas jaringan
dan untuk melintasi negara dengan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi untuk
mempermudah mobilitas dengan memberi keuntungan yang menjanjikan dan berpengaruh
terhadap organisasi — organisasi kejahatan untuk masuk ke seluruh wilayah dunia.? Namun, dalam
hal perdagangan dan peredaran narkotika Indonesia ikut serta dalam memproduksi barang-barang
terlarang ini. Dengan harga jual yang tidaklah murah, mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah,
dengan seberapapun harganya masyarakat Indonesia tetap akan mengkonsumsi karena mereka

tidak memikirkan berapa harganya melainkan apakah barang tersebut ada atau tidak ada.

'Nursita Sari, ’BNN: Indonesia Pasar Terbesar Penjualan dan Peredaran Narkoba di Asia”,
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/14/13273231/bnn-indonesia-pasar-terbesar-penjualan-dan-peredaran-
narkoba-di-asia diakses 14 Febuari 2018

2Koesno Adi, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak, Malang: Setara Prees,2014, him. 82
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Perkembangan yang semakin pesat, membuat perdagangan dan peredaran narkotika yang
semakin meluas hingga setiap provinsi,kota,kabupaten,dll, masyarakat tersebut menggunakan
barang-barang terlarang (narkotika). Dengan semakin banyak masyarakat mengkonsumsi
narkotika tersebut, pemerintah dan masyarakat tidak akan diam dalam hal ini, maka dari itu
pemerintah membentuk suatu undang —undang tentang narkotika yaitu Undang — Undang No.35
Tahun 2009 tentang Narkotika, dan membentuk suatu badan yaitu Badan Narkotika Nasional (
BNN ) yang di pimpin oleh seorang kepala yang diberikan langsung oleh Presiden melalui
koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional merupakan
sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang memiliki tugas untuk
melakukan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk
tembakau dan alkohol.?

Pada awalnya narkotika di gunakan sebagai ritual keagamaan dan pengobatan, jenis
narkotika pertama kali digunakan ialah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium* (getah
bahan baku narkotika yang di peroleh dari buah candu yang belum matang). Yang dimulai dari
agama Muslim dan meluas ke daerah Kristen pada abad ke- 13 yang berkaitan otoritas agama
.>’mereka beranggapan bahwa penggunaan zat ini dikutuk sebagai jalan pintas untuk sebuah yang
dinamakan “Negara Tuhan”. Otoritas agama ini harus di pelihara,doa,meditasi,dan dicapai melalui

puasa.

% Profil BNN ( Badan Narkotika Nasional ) https://bnn.go.id/profil/,diakses 18 Agustus 2019Pukul:15.30

wWIB

4 Koesno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak,
Umm Press, Malang, 2009, him 3

5 S. Walton, Out It. Penguin, London, 2001, him 92..


https://bnn.go.id/profil/%2Cdiakses

16

Narkoba atau di sebut juga sebagai NAPZA (Narkotika,Psikotropika,dan Zat Adiktif
lainnya). Yang merupakan bukan bahan untuk di makan,di minum,di hirup,di suntik atau kecuali
dari keputusan dokter, apabila digunakan dengan sembarangan maka akan berpengaruh kepada
kerja otak (susunan saraf pusat) apabila benda tersebut sudah masuk kedalam tubuh Kita, sangat
berpengaruh besar pada gangguan kesehatan,gangguan fisik,dan psikis karena terjadi
kebiasaan,ketagihan,serta ketergantungan obat-obat terlarang ini. Dengan mengkonsumsi barang
terlarang ini dapat menyebabkan perubahan suasana hati,perubahn perilaku dan perubahan pada
pikiran.®

Narkotika sangatlah berbahaya bagi seluruh masyarakat khususnya para remaja yang
belum paham apa itu narkoba atau narkotika, dan juga sangat berpengaruh besar bagi negara
apabila pemakaian narkotika secara besar —besaran di masyarakat maka bangsa Indonesia menjadi
bangsa yang sakit,dengan demikian negara akan rapuh karena ketahanan nasional akan
merosot.’Benda ini ( narkotika ) memiliki bermacam-macam bentuk seperti sabu-sabu,ganja.dll.
Dalam Undang-undang Narkotika menganut dua sistem yaitu sanksi pidana dan sanksi yang
berupa tindakan atau rehabilitasi.Yang menjadi lebih tertarik dalam hal rehabilitasi (sanski berupa
tindakan) hakim masih memberikan sebuah sanksi pidana bagi ketergantungan narkotika dan
penyalahguna narkotika, karena kurang lebih 20.000 di binaan lembaga pemasyarakatan Indonesia
ialah penyalahgunaan narkotika yang sedang melakukan proses pidana penjara.® Namun yang

menjadi salah satu faktor di lembaga pemasyarkatan di Indonesia ialah menyebabkan kapasitas

6 Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan
Kekerasan, Balai Pustaka, Jakarta 2008, him. 26

7 Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta 2004, him 5.

8 BNN, “Dekriminalisasi Penyalahguna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif di
Indonesia”,http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-
narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia, diakses 18 September2016


http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-
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yang berlebebih (over capicity). Tetapi,lembaga pemasyarakatan merupakan tempat yang baik dan
aman bagi penyalahgunaan narkotika.®

BNN dalam  menjalankan  tugas salah  satunya adalah melakukan
pencegahan,penyalahguna narkotika,peredaran gelap dan bahan adiktif lainnya. Namun dalam
penyalahguna narkotika pihak BNN akan melakukan rehabilitasi, dengan melakukan upaya untuk
mempersiapkan para aparat khususnya penegak hukum beserta instansi dalam meningkatkan
sarana dan prasarana yang di dukung dengan melakukan kewenangannya secara profesional.

Pencegahan dalam hal narkotika adalah suatu hal yang penting bagi masyarakat yang
dimana, pencegahan narkotika ini harus diterapkan kepada tokoh masyarakat apa lagi bagi
penyalahguna narkotika tersebut. Bahwa narkotika atau sering disebut sebagai narkoba yang
sudah biasa di dengar di kalangan masyarakat baik di Indonesia maupun seluruh dunia,”Narkotika
atau narkoba berasal dari tanaman ataupun yang bukan bersifat tanaman baik dalam bentuk sintetis
atau juga semisintetis sehingga apabila menggunakan benda tersebut akan menjadi perubahan
kesadaran,hilangnya rasa,dan juga bisa menghilangkan rasa nyeri yang berakibat kecanduan atau
ketergantungan dengan narkotika.” dalam Undang — undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 pasal 1 ayat 1.1

Di dalam Undang - Undang No0.35 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1 narkotika terbagi menjadi 3
golongan,*tyaitu :

a.  Golongan I, golongan ini sebaiknya tidak digunakan untuk kepentingan

kesehatan, melainkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan

® Dani Krisnawati & Niken Subekti B.U,2014.”Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pasca
Berlakunya Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia”, Mimbar Hukum,Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,him 227

10 |ihat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

11 Lihat Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6 ayat (1)
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teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium atas
persetujuan Mentri dan Kepala Badan Obat dan Pengawas Makanan,? yang
mengakibatkan ketergnatungan. Contoh : tanaman koka,daun koka,kokain
mentah,tanaman ganja,dll.

b. Golongan I, digunakan sebagai pilihan terakhir dari pengobatan seperti
terapi,namun menimbulkan potensi yang tinggi akan mengakibatkan
ketergantungan. Contoh : morfin,metadon,dll.

c. Golongan IlI, digunakan sebagai pengobatan dan banyak digunakan sebagai
terapi maka berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh :

kodein,nikokodina,buprenorfin,dll.

Penggunaan narkotika pasti ada faktor - faktor penyebab dari penggunaan narkotika baik
faktor individu,faktor sosial budaya dan faktor lainnya. Biasanya terjadi penyalahguna narkotika
tersedia dimana — mana misalnya, terdapat di tempat kuliah,sekolah,lingkungan,di rumah,di

pemukiman dan masih bnayak lagi. Adapun beberapa faktor — faktor penyebab sebagai berikut:*

1) Faktor individu
Faktor ini lebih ke aspek kepribadian yang menyangkut,
a. Tingkah laku anti sosial seperti, sifat memberontak,sifat melawan,sifat

ketidak sabaran, dan kepribadian yang ingin melanggar.

12 ihat Undang — Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) dan (2)

BEndang Sutarti, “Strategi Sederhana Pencegahan Penggunaan Narkoba Melalui
Kelurga “https:/lwww.bkkbn.go.id/detailpost/strategi-sederhana-pencegahan-penggunaan-narkoba-melalui-keluarga,
diakses 2 September 2019 Pukul 01.34 WIB
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b. Kecemasan dan depresiterjadi pada seseorang Yyang tidak dapat
menyelesaikan sesuatu kesulitan di kehidupannya sehingga ia depresi dan
menyalahgunakan narkotika.

c. Keterampilan berkomunikasi dengan teman sebaya, pada orang/anak yang
kurang trampil dalam berkomunikasi akan tidak dapat menghindar/menolak
untuk mencoba barang tersebut dan dapat mengakibatkan penyalahgunaan
narkotika.

d. Pengetahuan yang kurang memahami tentang Narkoba,maka akan
beranggapan hal positif terhadap penggunanya maka akan mengakibatkan
penyalahgunaan narkoba.

2) Faktor sosial budaya*

a. Dari kondisi keluarga, kondisi keluarga yang kurang harmonis misal terjadi
perceraian antara kedua belah pihak sangat berpengaruh bagi
penyalahgunaan narkotika.

b. Dari kondisi teman sekelompok, keinginan seseorang untuk mencoba
biasanya datang dari pengaruh teman, dan dapat menyebabkan
penyalahgunaan narkotika.

c. Dari kondisi sekolah, kurang ketatnya peraturan tata tertib yang dilakukan
sekolah yang menyebabkan orang/anak mencari kompensasi ke
penyalahgunaan narkotika.

3) Faktor lainya

4 Endang  Sutarti, “Strategi  Sederhana  Pencegahan  Penggunaan  Narkoba — Melalui
Kelurga “https:/lwww.bkkbn.go.id/detailpost/strategi-sederhana-pencegahan-penggunaan-narkoba-melalui-keluarga,
diakses 2 September 2019 Pukul 01.34 WIB
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a. Kehidupan modern, kadang kehidupan modern lebih mengarah tuntutan
kehidupan yang mengakibtkan setres pada orang/anak ini dapat juga
menyebabkan penyalahgunaan narkotika.

b. Pengaruh iklan,promosi iklan yang berlebihan dan kurang jelas khasiat
namun orang/anak tetap terpengaruh,dapat juga menyebabkan
penyalahgunaan narkotika.

Maka dari itu BNN dan masyarakat harus gerak cepat dalam pencegahan narkotika
sebelum semakin menambah luas penyalahguna narkotika. Seperti yang disebutkan BNN
melakukan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk
tembakau dan alkohol.*®

Dalam hal ini Peran serta Masyarakat juga merupakan hal penting dalam pencegahann
Narkotika,khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN). Didalam Undang-Undang No. 35 Tahun
2009 BAB XI tentang Pencegahan dan Pemberantasan yang dimana memberdayakan masyarakat
dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap sehingga BNN
memantau,mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam mencegah
penyalahgunaan narkotika.

Dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam

Penyelenggaraan Daerah menyebutkan “....... Partisipasi Masyarakat adalah peran serta

5 Endang  Sutarti, “Strategi  Sederhana  Pencegahan  Penggunaan  Narkoba — Melalui
Kelurga “https:/lwww.bkkbn.go.id/detailpost/strategi-sederhana-pencegahan-penggunaan-narkoba-melalui-keluarga,
diakses 2 September 2019 Pukul 01.34 WIB
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Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan
pemerintah Daerah.”*®
Di dalam Undang — undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,BAB XIII terdapat peran

serta masyarakat yaitu Pasal 104 — 108,yang terdiri dari:

Pasal 104 di rumuskan : “Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam
membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika.”

Pasal 105 dirumuskan : “Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika.”

Pasal 106 dirumuskan : “Hak masyrakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk:

a. mencari,memperoleh,dan memberikan informasi adanya dugaan terjadi tindak
pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan
informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Narkotika
dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani
perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak
hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan
Prekursor Narkotika;

d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan
kepada penegak hukum atau BNN;

e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan
haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 107 dirumuskan :“Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang
atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika.”

Pasal 108 dirumuskan :

%peraturan Pemerintah NO.45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelengaraan
Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (1)
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(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasala 105,
Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Kepala BNN.

Maka sangat jelas bahwa peran serta masyarakat dalam pemberantasan dan
penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan cara efektif karena masyarakat memiliki
pengaruh yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungannya sehingga dengan
kedudukannya masyarakat dapat mempengaruhi orang-orang dan bekerja sama sesuai dengan
tujuannya®’ dalam pencegahan Narkotika. Khususnya Badan Narkotika Nasional ( BNN )
Kabupaten Ogan Ilir ( Ol ), jumlah anggota pengguna narkoba tahun 2018 telah mengalami
penurunan dari tahun seblumnya. Jumlah anggota pengguna narkoba di tahun sebelumnya (2017)
sedikitnya 69 orang, dan di tahun 2018 pengguna narkoba sebanyak 25 orang dan telah menjalani
rehabilitasi.'® Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membuat proposal skripsi dengan

judul “ Peran serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah yang
berkaitan dengan proposal skripsi yang berjudul “ Peran serta Masyarakat Dalam
Pencegahan Tindak Pidana Penyelahgunaan Narkotika”, yaitu :
1. Bagaimana peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana

penyalahgunaan narkotika di Wilayah Ogan Ilir?

1" Andika Pratama, Azizah Husin, Didi Tahyuddin | Journal of Nonformal Education and Community
Empowerment, Vol. 2 (1), Juni 2018, http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc

BArdhy Fitriansyah, BNN Ol Klaim Pengguna Nrkoba Tahun 2018 Menurun, 17 September
2018http://mattanews.co/ogan-ilir/bnn-oi-klaim-pengguna-narkoba-tahun-2018-menurun/ diakses 10 Oktober 2019
Pukul 21.20 WIB
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2. Apa kendala dalam peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana
penyalahgunaan narkotika di Wilayah Ogan Ilir ?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dipakai penulis ialah untuk mengetahui:
a. Untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana
penyalahgunaan narkotika di Wilayah Ogan Ilir.
b. Untuk mengetahui kendala peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak
pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Ogan Ilir.
D. Manfaat Penelitian
Dalam melakukan penelitian, adapun manfaat dari sisi teoritis dan praktis yang diharapakn
oleh penulis adalah:
a  Secara teoritis
Hasil dari penulisan ini di harapkan sebagai gamabaran atau referensi,agar dapat

mengetahui lebih dalam ataupun lebih luas.

b. Secara Praktis
Hasil dari penulisan ini diharapkan agar dapat memberikan masukan bagi
masyarakat luas dan aparat penegak hukum dalam pencegahan narkotika di
indonesia.
E. Ruang Lingkup
Agar pembahasan pada penelitian tidak terlalu luas, maka penelitian hanya membahas
tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan

apa saja kendala dalam peran serta masyarakat tentang Narkotika di Wilayah Ogan Ilir.
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F. Kerangka Teoritis
1. Teori Peranan

Sejalan dengan perkembangan waktu,digunakan teori peran. Peran adalah aspek yang
dinamis dalam kedudukannya terhadap sesuatu yang dimana seseorang memiliki hak dan
kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya. Jadi, peran dapat diartikan sebagai tingkah
seseorang yang diharapakan oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan kedudukan
merupakan suatu yang memiliki hak dan kewajiban yang dimana disebut sebagai peran. Oleh
karena itu kedudukan dapat dikatakan sebagai pemegang peran atau role accupant. Yang dimana
hak adalah wewenang untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dan kewajiban
merupakan beban atau tugas.*®

Menurut ahli, Soerjono Soekanto peran adalah status atau aspek dinamis kedudukan
apabila seseorang menjalankan suatu hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka
seseorang tersebuut sedang melaksanakan peranan. Dalam hal ini, pendapat lain tentang peran
yang telah ditetapkan adalah peranan normatif, yang dimana hubungannya dengan tugas dan
kewajiban dalam penegakan hukum mempunyai arti ialah penegakan hukum secara total atau
enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh yang dimana bersumber pada substansi,peran
ideal peranan yang diharapakan oleh pemegang peranan tersebut dan interaksi antara kedua
peranan tersebut akan timbul peranan yang faktual yang dimiliki oleh satuan petugas perbuatan
melawan hukum.*

Beberapa bagian peran dari individu atau kelompok yang dapat dijabarkan yaitu :

a. Peran yang ideal, peran yang dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai

ketentuan yang ada.

19Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gita Media Press, Jakarta, 2011, him. 123
20 Sperjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 2012. him. 242
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b. Peran yang seharusnya, peran yang harus dijalankan oleh individu atau kelompok
sesuai dengan kedudukan.

c. Peran yang di anggap diri sendiri, peran yang dilakukannya secara diri sendiri
sesuai dengan kepentingannya.

d. Peran yang sebenarnya, peran yang dimana individu mempunyai kedudukan dan

benar telah menjalankan kedudukannya.?

Dalam penegakan hukum, peran yang ideal dan peran sebenarnya merupakan peran
yang diharapkan dan dikehendaki oleh badan hukum yang di tetapkan di undang-undang dan peran
dianggap diri sendiri dan sebenarnya ialah mempertimbangkan kehendak hukum yang ditulis dan

kenyataan. Dengan maksud kehendak hukum ditentukan dengan kenyataan yang ada.

2. Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum secara umum merupakan sebagai tindakan sarana hukum untuk
memaksakan sanksi hukum yang hanya untuk menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang telah
di tetapakan tersebut, menurut Satjipto Rahardjo, penegak hukum merupakan suatu proses guna
untuk mewujudkan keinginan — keinginan hukum yaitu pikiran — pikiran badan pembuat undang
— undang yang dirumuskan dalam peraturan — peraturan hukum sehingga menjadi kenyataan.??
Penegakan hukum juga merupakan usaha konsep — konsep hukum dan usahauntuk
mewujudkan ide — ide yang diharapkan rakyat guna menjadi kenyataan.Penegakan hukum

merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.?

21 Soerjono Soekanto. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Grafindo Persada,Jakarta. 2003, him 139
22Gatjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983, him 24
2Dellyana,Shant, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty,1988, him 32
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Membicarakan penegakan hukum, sebenarnya bukan hanya bagaimana cara
membuat hukum itu sendiri tanpa melainkan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk
mengatasi masalah — masalah aparatur penegakan hukum dan mengantisipasi maslah — masalah.
Dalam menangani masalah — masalah yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan dengan cara
non penal ( tanpa menggunakan hukum pidana).

Upaya Non Penal (Preventif) hanya menitikberatkan pada pencegahan sebelum
terjadinya kejahatan secara tidak langsung tanpa menggunakan hukum pidana,misalnya:

a Penyuluhan kesadaran dalam mengenai tanggung jawab bersama dengan
terjadinya kriminalitas yang mempunyai pengaruh baik dalam pencegahan
kejahatan.

b. Penanganan objek kriminalitas dengan cara mencegah antara pelaku dengan
objek dengan menggunakan pemberian pengawasan pada objek kriminalitas
dan sarana pengamanan.

¢. Mengurangi atau menghilangkan perbuatan kriminal dengan perbaikan
lingkungan.

3. Teori Pencegahan (Preventif)

Dalam penegakan hukum setiap melakukan masalah yang terjadi didalam
masyarakat,terbentuk menjadi dua upaya yaitu, upaya penal yang menitikberatkan pada
“repressive”(pemberantasan/penindasan/penumpasan) apabila kejahatan itu sudah terjadi, dan
upaya non penal yang menitikbertkan pada “preventif” (penangkalan/pencegahan) pada saat

sebelum kejahatan terjadi, karena tindakan repressive dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti
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luas.?* Preventive itu sendiri merupakan suatu tindakan pengendalian sosial untuk melakukan
pencegahan sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dimasa akan datang.?®
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris normatif
yang dimana penelitian hukum diberlakukan dengan berdasarkan kodifikasi,undang-undang atau
kontrak secara in action yang terjadi dalam masyarakat dengan setiap peristiwa hukum tertentu.
2. Sumber dan Bahan Penelitian
Data yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer.
Data sekunder adalah data yang berupa permasalahan yang dibahas yang berhubungan dengan
referensi — referensi lainnya dan berupa peraturan perundang — undangan sedangkan data primer
data yang di dapatkan langsung dari turun ke lapangan atau secara langsung dari lokasi untuk
menemukan informasi dari permasalahan tersebut.

Namun data sekunder memliki beberapa bahan hukum penelitian ialah:

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang di dapatakan langsung darilapangan.
Data tersebut diambil dari BNNK di bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2AM)
di wilayah Ogan llir, Kepolisian di wilayah Ogan llir, dan tokoh masyarakat di wilayah Ogan llir.

Bahan Hukum Sekunder

24 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, him. 188

2 parta lbeng,Pengertian Prevntifdan represif,Contoh, Beserta Tujuanya, 19 Januari 2020,
https://pendidikan.co.id/preventif-dan-represif/ diakses 28 Januari 2020 Pukul 10.00 WIB

%6 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2004,him. 134
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Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer?’ berupa
karya ilmiah di bagian hukum dan buku — buku referensi ilmu hukum dan bahan hukum yang
memiliki kekuatan hukum yang mengikat,?seperti Undang — Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan gabungan dari penjelasan bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder,?*seperti:

a . Kamus Besar Bahasa Indonesia

b. Kamus Hukum

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data harus dengan studi kepustakaan berupa sumber hukum
positif dan peraturan perundang - undangan, pengumpulan data ini bisa melalui dengan
dilakukannya wawancara apabila hasil empiris tersebut dapat melengkapi pembahasan dari
penelitian,dan juga pengumpulan data dokumentasi yang berupa pencatatan berkas - berkas yang
berhubungan dengan materi yang akan di bahas.*°

4. Analisis Bahan Hukum
Analisis data yang di gunakan oleh peneliti adalah kualitatif yang merupakan

gabungan dari kata — kata yang dipisahkan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan.®! Dimana

21bid.

28 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (Ul-Press), 2007, him.
52

2bid.

%0 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, him. 66

31 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta,1992, him. 236
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harus ada pendekatan kualitatif dari pengetahuan yang bersifat umum menjadi bersifat khusus
maka dari itu disebut sebagai metode deduktif.32
5. Lokasi Penelitian
Dengan melakukan suatu penelitian penulis melihat secara langsung dari fakta-
fakta yang ada di lapangan yang bertempat di Badan Narkotika Nasional (BNN) di wilayah Ogan
Ilir bagian Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Kepolisian di wilayah Kab. Ogan
[lir, dan tokoh masyarakat di wilayah Ogan Ilir.
6. Responden
Responden yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah Pencegahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Ogan Ilir.
7. Populasi
Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.Yang dimana jika seseorang ingin
meneliti semua elemen yang ada di wilayah penelitian,maka penelitiannya merupakan penelitian
populasi atau study sensus.®® Topik penelitian ini adalah karakteristik untuk peran serta masyarakat
dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
8. Sampel
Sampel merupakan suatu contoh dari populasi atau bagian dari populasi yang cukup
besar jumlahnya dan harus dapat mewakili suatu populasi.®* Sampel dalam penelitian ini adalah

Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat tentang narkotika di Badan Narkotika Nasional

32 Sutrisno Hadi,Metode Research Il, Jogjakarta : Andi Ofset, cet. X1X.,1989 ,him. 193

33 Dr. Drs. Ismail Nurdin, M.Si, Dra. Sri Hartati, M.Si, Metedologi Penelitian Sosial, Media Sahabat
Cendikia,Surabaya,Jawa Timur,2019, him,91

34Mukti fajar ND dkk, Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF&EMPIRIS, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
2010, him. 172.
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(BNN) wilayah Ogan Ilir ,yang terdiri oleh satu orang,satu orang kepolisian dan beberapa
masyarakat.
9. Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitaif.
Setelah data — data yang terkumpul,yaitu data sekunder dan bahan hukum primer,data sekunder
dan data tersier maka,penulis akan mealakukan analisis secara kualitatif. Kemudian dianalisis dan

di uraikan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan ini.

10. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dari penelitian ini adalah kesimpulan deduktif, yaitu
cenderung mengandalkan logika dalalm membuktikan kebeneran suatu pernyataan.®® Atau dari

umum kekhusus.

%palupi Sri Wijayanti, Inspiramatika, Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran Matematika Volume 3,
Nomor 2, Desember 2017
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